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Impeachment adalah sebuah proses dimana badan legislatif secara resmi 
menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara. Impeachment hanya 
merupakan pemyataan dakwaan secara resmi, sehingga hanya merupakan langkah 
pertama menuju kemungkinan pemecatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang 
mekanisme pemberhentian presiden di Indonesia dan Amerika Serikat serta 
persamaan dan perbedaannya.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini meliputi metode yuridis normatif 
dan metode deskriptif analitis. Metode yuridis dilakukan dengan meneliti data 
sekunder berupa bahan hukum primer. Penyampaian data informasi dilakukan 
secara yuridis kualitatif. Hasil dari analisis tersebut kemudian dipaparkan dalam 
bentuk deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pemberhentian presiden di 
Indonesia setelah amandemen ketiga UUD 1945, hanya MPR yang dapat 
memberhentikan presiden dengan diawali proses usulan pemberhentian presiden 
dari DPR dengan persetujuan 2/3 anggota dewan. namun sebelumnya harus 
meminta keputusan dari MK terhadap dakwaan yang diajukan dewan terhadap 
presiden. Setelah MK menyatakan bahwa presiden bersalah, barulah pengajuan 
usulan pemberhentian presiden kepada MPR dapat berlangsung yang dihadiri oleh 
% anggota majelis dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota majelis.

Sedangkan mekanisme impeachment di Amerika Serikat di awali dengan 
resolusi impeachment dari house of representatives yang diserahkan kepada dewan 
kehakiman yang mempunyai kewenangan untuk mengadakan investigasi untuk 
memutuskan apakah terdapat bukti yang cukup kuat untuk mendakwa presiden. 
Kemudian dewan kehakiman menyususn pasal-pasal impeachment yang dilengkapi 
dengan bukti dan diserahkan kepada seluruh anggota house of representatives yang 
nantinya akan diperiksa oleh senat. Pemeriksaan dilakukan oleh komite khusus 
yang hasilnya dilaporkan kepada seluruh anggota senat. Setelah mendengar bukti, 
senat berunding untuk memutuskan apakah menghukum atau membebaskan 
presiden. Keputusan ini harus disetujui oleh 2/3 anggota senat atau 67senator. 
Keputusan senat adalah final dan tidak ada hak banding.

Dengan demikian dapat disimpulkan, dalam mekanisme pemberhentian 
presiden kedua negara ada perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh faktor 
sejarah dan budaya kedua negara. Dengan kata lain, konstitusi bukanlah sekedar 
dokumen tertulis, melainkan refleksi dari sejarah dan budaya sebuah bangsa.


